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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat
Alluh Subhanahu wata’ala karena atas rahmat dan
Lurunin Nya, penulis dapat menyelesaikan menyusun
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait
Iongan Pertanahan, ‘yang merupakan hasil penelitian
vinig didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyurakat Kemenristekdikti RT dalam skim Penelitian
I Unggulan Perguruan Tinggi dalam waktu 3 (tiga)
il dengan mengambil judul: Konsep Kepemilikan
Adis Tanah Dan Ruang Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau
it Ajaran Hak Asasi Manusia
Iuku ini merupakan salah satu keluaran dari hasi
Ipenelitinn, selain artikel-artikel yang terbit dalam jurnal
Hiernnsional maupun jurnal nasional yang terakreditasi.
Ulseminns hasil  penelitian  dilaksanakan  pada
Uernational - Conference seperti International Asian
Scwlemie Conference dan pada Conference of the
Wicinational Journal of Arts and Sciences, ( 1JAS
dinleionce - USA) dan International Conference ADRI



yang diselenggarakan di Universitas Zaenal Abadin di
Terengganu- Malaysia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan
menemukan konsep kepemilikan atas tanah dan ruang
bagi bangsa indonesia berlandaskan ajaran hak asasi
manusia, termasuk konsep hak penggunaan /pengelolaan
/kepemilikan  ruang atas dan bawah tanah dalam
mengantisipasi pembangunan ruang atas seperti
perumahan vertikal., basement, MRT dan lain-lain.
Obyek penelitian selanjutnya yaitu kepemilikan ruang di
atas perairan yang akan mengkaji sistem Marine
Cadastral yang merupakan satu kesatuan teknis dengan
daratan. Obyek Penclitian lainnya adalah menghimpun
dan mengananalisis dari peraturan perundang-undangan
untuk  kemudian menemukan konsep penyelesaian
sengketa pertanahan, suatu kenyataan bahwa hampir 80
% permasalahan hukum keperdataan di pengadilan
berkaitan dengan tanah.

Buku ini menyajikan informasi sekaligus sebagai
sarana penelitian  yang berkaitan dengan kajian
pertanahan dan untuk memudahkan masyarakat umum
maupun kaum akademisi mempelajari dan memahami

iv

lirbagai Peraturan Perundang-undangan dari Undang-
undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan
I eputusan Menteri.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tiada
{rhingga, semoga segala kebaikannya tercatat sebagai
wmal  dan  mendapat  pahala  dari  Allah
Subhanahuwata’ala. Amin YRA. Kepada Direktur Riset
dun Pengabdian Masyarakat Kemenristekdikti RI yang
{olah  memberikan kesempatan untuk melakukan
penclitian dalam skim Penelitian Unggulan Perguruan
linpgi. Kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV Jawa
[furat dan Banten, yang telah memfasilitasi penelitian,
iehingga penelitian dapat berlagsung dan sesuai dengan
{enppang waktu yang telah direncanakan. Kepada Rektor
[Iniversitas Islam Nusantara. Kepada Ketua LPPM
[Iniversitas Islam Nusantara beserta segenap civitas
skudemika Program Studi Magister Ilmu Hukum PPs
[Iniversitas Islam Nusantara, yang telah begitu banyak
memberi bantuan  dan  dorongannya,  penulis
menpucapkan banyak terima kasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada
seinua pihak yang telah membantu, Kementerian Hukum



dan HAM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan

- Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan yang telah
banyak membantu memfasilitasi penelitian kepustakaan,
kami ucapkan terima kasih. Terima kasih atas scgala
bantuan dan dukungan data maupun informasi yang
sangat bermanfaat.

Terima kasih kepada penerbit Aria Mandiri
Group, yang sudah bersedia menerbitkan buku ini, buku
ini merupakan sumbangan tersendiri yang sangat berarti
bagi penulis. Di atas segala terima kasih, kepada Allah
SWT jualah segalanya di kembalikan. Ya Allah,
jadikanlah karya ini berkah dan bermanfaat baik bagi
penulis maupun khalayak p Mudah-mudah:
buku ini dapat menjadi setitik air di lautan samudera
ilmu pengetahuan dan mengisi khasanah ilmu hukum.

Bandung, Oktober 2018
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